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PELAKSANAAN PKL

2.1  Jadwal Kegiatan Selama Praktek Kerja Lapangan

Selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan penulis diberikan
kesempatan ditempatkan dibagian Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Adapun dua jenis kegiatan yang dilakukan penulis salah satunya kegiatan Rutin.
Kegiatan rutin ini merupakan kegiatan yang bersifat kontinyu yang dilakukan
terus-menerus dan dilakukan setiap hari kerja. Adapun contoh kegian rutin ini
seperti menganalisa berita, membuat potongan berita yang berasal dari media
cetak, serta mempelajari file-file Humas. Selain kegiatan rutin penulis juga
melaksanakan kegiatan Insidentil. Kegiatan ini dikerjakan sewaktu-waktu apabila
ada kepentingan perusahan yang mendesak untuk segera dilakukan. Kegiatan ini
meliputi kegiatan pengenalan lingkungan tempat PKL yang dilakukan oleh

penulis, mencari data, pembuatan press release, peliputan dan dokumentasi.

Uraian pelaksanaan kerja praktek yang penulis lakukan dapat dilihat lebih

jelas dalam tabel 2.1 :
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Tabel 2.1

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan
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yang dilakukan selama satu bulan terhitung 04 Juli s/d 04 Agustus 2011

Di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

No

Hari / Tanggal

Kegiatan

Sifat

Rutin

Insidentil

Senin
04-7-2011

Pengenalan lingkungan
PKL

Menganalisa  (mencari)
berita, membuat,
menyusun potongan
berita dari surat kabar
mengenai Pendidikan di
Jawa Barat dari media
cetak. Adapun koran
yang digunakan antara
lain :

Kompas, Pikiran Rakyat,
Galamedia, Tribun Jabar,
Radar Bandung, Seputar
Indonesia, Harian Pelita,
Suara Karya, Koran
Tempo, Media
Indonesia.

Mencari data Dinas
Pendidikan Provinsi
Jawa Barat.

v

Selasa
05-7-2011

Mencari, membuat dan
menyusun potongan
berita dari surat kabar
menganai pendidikan di
Jawa Barat

Mencari data Dinas
Pendidikan Provinsi
Jawa Barat.

Rabu
06-7-2011

Mencari, membuat dan
menyusun potongan
berita dari surat kabar
menganai pendidikan.
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No

Hari / Tanggal

Kegiatan

Sifat

Rutin

Insidentil

Kamis
07-7-2011

Mencari, membuat dan
menyusun potongan
berita dari surat kabar
menganai pendidikan di
Jawa Barat

v

Jum’at
08-7-2011

Mencari, membuat dan
menyusun potongan
berita dari surat kabar
menganai pendidikan di
Jawa Barat

Mencari data Dinas
Pendidikan Provinsi
Jawa Barat.

Sabtu
09-7-2011

Libur

Senin
11-7-2011

Mencari, membuat dan
menyusun potongan
berita dari surat kabar
menganai pendidikan di
Jawa Barat

Selasa
12-7-2011

Mencari, membuat dan
menyusun potongan
berita dari surat kabar
menganai pendidikan di
Jawa Barat

Rabu
13-7-2011

Mencari, membuat dan
menyusun potongan
berita dari surat kabar
menganai pendidikan di
Jawa Barat

Membuat Press Release
tentang Sosialisasi BOS

10.

Kamis
14-7-2011

Mencari, membuat dan
menyusun potongan
berita dari surat kabar
menganai pendidikan di
Jawa Barat

Mencari data Dinas
Pendidikan Provinsi
Jawa Barat.
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: . Sifat
No | Hari/ Tanggal Kegiatan RUTin Insidentil
11. | Jum’at Mencari, membuat dan
15-7-2011 menyusun potongan
berita dari surat Kkabar v
menganai pendidikan di
Jawa Barat
Dokumentasi ~ gedung,
ruangan dan lingkungan
Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat v
12. | Sabtu
16-7-2011 Libur
13. | Senin Mencari, membuat dan v
18-7-2011 menyusun potongan
berita dari surat kabar
menganai pendidikan di
Jawa Barat
14. | Selasa Meliput,  dokumentasi v
19-7-2011 dalam acara
PERPEMPROV  vyang
diselenggarakan di
Gedung Sate.
15. | Rabu Mencari, membuat dan v
20-7-2011 menyusun potongan
berita dari surat kabar
menganai pendidikan di
Jawa Barat
16. | Kamis Mencari, membuat dan v
21-7-2011 menyusun potongan
berita dari surat kabar
menganai pendidikan di
Jawa Barat
17. | Jum’at Mencari, membuat dan v
22-7-2011 menyusun potongan
berita dari surat kabar
menganai pendidikan di
Jawa Barat
19. | Sabtu
23-7-2011 Libur
20. | Senin .
1zin

25-7-2011
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. . Sifat
No | Hari/ Tanggal Kegiatan RUtiN Insidentil
21. | Selasa Mencari, membuat dan v
26-7-2011 menyusun potongan
berita dari surat kabar
menganai pendidikan di
Jawa Barat
22. | Rabu Dokumentasi v
27-7-2011 menyambut Ramadhan
di mesjid Baitul Solihin
komplek Dinas
Pendidikan Provinsi
Jawa Barat.
22. | Kamis Mencari, membuat dan v
28-7-2011 menyusun potongan
berita dari surat kabar
menganai pendidikan.
23. | Jum’at Mencari, membuat dan v
29-7-2011 menyusun potongan
berita dari surat kabar
menganai pendidikan di
Jawa Barat
24. | Sabtu
30-7-2011 Libur
25. | Senin Mencari, membuat dan v
1-8-2011 menyusun potongan
berita dari surat kabar
menganai pendidikan di
Jawa Barat
26. | Selasa Mencari, membuat dan v
2-8-2011 menyusun potongan
berita dari surat kabar
menganai pendidikan di
Jawa Barat
27. | Rabu Mencari, membuat dan v
3-8-2011 menyusun potongan
berita dari surat kabar
menganai pendidikan di
Jawa Barat
28. | Kamis Mencari, membuat dan v
4-8-2011 menyusun potongan

berita dari surat kabar
menganai pendidikan.

Sumber : Arsip Penulis 2011
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2.2 Deskripsi dan Contoh Kegiatan Rutin Selama PKL

Kegiatan Kerja Praktek yang dilakukan penulis secara rutin pada Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Yaitu pekerjaan yang dilakukan secara terus-

menerus ataupun berangsur-angsur setiap hari. Adapun kegiatannya meliputi :

2.2.1 Mencari Berita dari Media Cetak

Pemantauan berita media cetak merupakan aktivitas yang rutin
dilakukan setiap hari, dimulai pukul 07.30 pagi dengan kegiatan pertama
yang dilakukan adalah membaca dan menandai berita-berita dari sejumlah
koran yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
ataupun seputar berita yang berkaitan dengan pendidikan di Jawa Barat.
Artikel-artikel ataupun berita-berita dari sejumlah koran yang telah
ditandai tersebut kemudian digunting untuk selanjutnya ditempelkan pada
selembar kertas satu persatu berukuran F4 dengan menyantumkan urutan,
tanggal, baris dan kolom dalam suatu surat kabar. Berikut adalah daftar

media cetak yang digunakan :

o Kompas

o0 Pikiran Rakyat
0 Galamedia

0 Tribun Jabar

0 Radar Bandung
0 Seputar Indonesia

0 Republika
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o0 Koran Tempo

0 Suara Karya

2.2.2 Membuat dan Menyusun Potongan Berita

Kegiatan membuat potongan berita adalah kegiatan melanjutkan
dari pekerjaan yang pertama yaitu mencari dan mengunting berita setelah
hasil potongan itu didapat tahap kedua adalah menempelkan potongan
berita pada kertas berukuran F4 yang sebelumnya diprint dengan telah
mengisi bersumber dari koran apa, urutan, halaman, hari, tanggal, bulan,
tahun terbit berita tersebut. Setelah potongan berita tersebut ditempel,
maka langkah selanjutnya adalah menyusun sesuai dengan urutan
potongan berita yang telah dibuat, kemudian diserahkan kepada
Koordinator Humas & Hukum untuk dijadikan sebuah kumpulan potongan
berita setiap bulannya. Adapun contoh potongan berita yang siap untuk
dijadikan sebuah kumpulan potongan berita setiap bulannya adalah sebagai

berikut :



PE\{B A\TGUNAN PENDIDIKAN

DINAS PE!.\' DIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

Nomor

:753 Hms/VIV/H/2011

Media Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid
Terbitan, Hari/Tanggal/Bulan/Tahun

Edisi/Halaman/Kolom

: Senin, 4 Juli 2011

:21/2-4

. Pikiran Rakyat

Koalisi Pendldjkan

Akan Memantau Ketat
Daftar Ulang Siswa

BANDUNG, (PR).-

Koalisi Pendidikan ~Kota
Bandung (KPKB) akan me-
mantau pelaksanaan daftar
ulang lebih ketat jika-diban-
dingkan dengan saat penerima-
an peserta didik baru (PPDB)
2011 jalur akademis, Ketua KP-

KB Fridolin Berek mengung-

kapkan, berdasarkan hasil pe-
mantauan KPKB selama
daftaran PPDB Senin (27;’6)
sampai dengan Sabtu (2/7),
KPKB tidak terlalu banyak me-
nerima aduan dari masyarakat
atau orang tua dan menemu-
kan pelanggaran.

tidak dikaitkan dengan persya-
ratan keuangan dan atau hal
lainnya yarig bérkaitan dengan
keuangan seperti seragam, bu-
ku, LKS, juran bulanan, kegiat-
an peserta didik, adm.h'lis‘lrasi,
kesehatan, psikotes, dan lain-
lain.

Akan tetapi, menurut Frido,
sekolah selalu memiliki alasan
lain untuk memungut, vaitu
untuk kegiatan masa pengenal-
an sekolah yang biasanya ber-
bentuk latihan kepemimpinan.
Sekolah akan berdalih, biaya
itu tidak ada kaitannya dengan
PPDB sehingga tidak masalah

"Yang patut diwaspadai ada-
lah saat daftar ulang yang akan
berlangsung satu hari setelah
pengumuman PPDB 2011 jalur
akademis. Banyak sekolah yang
akan memanfaatkan momen
ini untuk melakukan pungutan
biaya dengan berbagai modus,
termasuk di antaranya biaya
seragam,” kata Frido, Minggu
@a/7).

Frido menyebutkan, dalam
petunjuk teknis (juknis) PPDB
2011 jelas disebutkan bahwa
saat pendaftaran dan daftar
ulang di TK, R4, sekolah dan
madrasah negeri, calon peserta
didik tidak dipungut biaya apa
pun. Pelaksanaan daftar ulang

gut biaya. "Latihan ke-
pemimpinan dilakukan sekolah
dengan bekerja sama dengan
institusi militer. Biayanya seki-
an ratus ribu. Ini tentu saja
memberatkan crang tua, tetapi
orang tua juga tidak bisa meno-
lak,” ucap Frido.
Frido menyebutkan, selama
pelaksanaan PPDB 2011, KPKB

syarakat pedu]i pendidikan
lainnya.

KPKB juga meminta kepada
Dinas Pendidikan Kota Ban-
dung untuk tetap membuka si-
tus PPDB Online sampai Sep-
tember untuk mengawasi jum-
lah siswa yang diterima, "Sete-
lah pelaksanaan daftar ulang,
secepatnya KPKB akan meng-
ekspos kepada masyarakat se-
mua aduan din temuan selama
PPDB 2011 berlangsung. La-
poran ini juga akan direkomen-
dasikan ke Dinas Pendidikan
Kota Bandung agar ada sanksi
untuk yang terbukti melang-
gar," ucap Frido.

Sementara itu, Dewan Pendi-
dikan Kota Bandung (DPKE)
menemukan beberapa pelang-
garan yang terjadi selama PPDB
2011. Namun, hal tersebut be-
lum bisa dipublikasikan, karena
DPKB harus melaksanakan ra-
pat pleno terlebih dulu,

Ketua DPKR Kusmaeni S.

aduan di ranya
mésili‘ada sekolah dasar yang
menyelenggarakan seleksi baca
dan tulis dan ada sekolah yang
memungut uang pendaftaran.
Selama pemantauan, KPKB
menurunkan tim sebanyak li-

Hartadi kan, selama
PPDB 2011 DPKB menurunkan
tim sebanyak l‘l.ljllh belas orang,
Pada pekan ini, semua anggota
tim akan melapclrkan temuan-
nya, setelah itu rapat pleno,
dan hasilnya akan dir

ma belas orang yang terdiri
atas orang tua, guru, serta ma-

dasikan ke Dinas Pendidikan
Kota Bandung, (A-187)***

Bandung, 4 Juli 2011
Koordinator
Humas dan Hukum,

lyg. —
Arden Lumbantoruan, SH.
NIP. 195601171980031011 |
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BERITA PEMBANGUNAN PEN

DIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

Nomor :752 /Hms/VII/H/2011
Media Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid ~ : Seputar Indonesia
Terbitan, Hari/Tanggal/Bulan/Tahun : Senin, 4 Juli 2011
Edisi/Halaman/Kolom : 19/ 4-6

Laporkan Sekolah

akukan Pungutan

Penerimaan Si_sWa Baru Tahap Il Berlangsung Hari Ini

CIREBON - Dinas Pendidikan (Disdik)
Kabupaten Cirebon meminta kepada
orang tua murid segera melaporkan jika
menemukan sekolah yang melakukan
pungutan di luar ketentuan.

Disdik Kabupaten Cirebon te-
lah mengeluarkan ketentuan
bagi sekolah negeri dari ting-
kat Sekolah Dasar (SD) hingga
SMA dilarang melakukan pu-
ngutan biaya. Pasalnya, biaya
pendaftaran bagi calon siswa
SD-SMP telah menggunakan
Biaya Operasional Sekolah
(BOS). Sedangkan, SMA diam-
bil dari Biaya Manajemen Mu-
tu (BOM).

- “Biaya pendaftaran hanya -

berlaku untuk sekolah swasta,
SMK danTK. Sedangkan, seko-

lah negeri tidak dibenarkan

melakukan pungutan,” kata
Kepala Dinas Pendidikan Ka-
bupatenCirebonKusnadiMua-
marto.

Dia menyebutkan, biaya
pendaftaran bagi culon siswa
SMK pun telah ditentukan se-

besar Rp85.000 sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. “Jika
ada yang melebihi dari jumlah
tersebut silahkan lapor,” tegas
Kadisdik.

Dia menjelaskan, pelaksa-
naanPenerimaanPesertaDidik
Baru (PPDB) tahun ajaran
2011/2012 untuk jalur umom
tingkat SMP dan SMA di Ka-
bupaten Cirebondigelar serem-
pak hari ini hingga Kamis (8/7).

Jalur umum tersebut, kata
dia, untuk penerimaan siswa
yang didasarkan Surat Kete-
rangan Hasil Ujian Nasional
(SKHUN). Pendaftaran calon
siswa baru di setiap sekolah te-
tap menggunakan passing
grade. Untukitu,lanjut dia, Dis-
dik sudah menentukan jumlah
rombongan belajar (rombel)
bagisetiapsekolah. Karenaitu,

sekolah tidak di'benarkﬁn me-

nerima calon siswa di luar
jumlah yang ditetapkan.
Terkait hal ini, pihaknya su-
dahmengirimkansuratperihal
jumlah rombel yang diizinkan.
Surat tersebut menjadi acuan
setiap sekolah dalam pelaksa-
naanPPDB. -
PPDBhariinimerupakanta-
hap kedua, Tahap pertama ber-
langsung Kamis (30/6) hingga
Sabtu (2/7) kemarin. Tahap pe-
nerimaan ini dikhususkan bagi
jalur prestasidan anak guru.

. Sementara itu, tahap ketiga
akan berlangsung pada 1823
Juli mendatang. Tahap ini di-
peruntukkan bagi sekolah
swasta. “Sejak tahap awal
PPDB sebenarnya sekolah
swasta diperbolehkan untuk
memulai proses penerimaan
siswabaru,” tambahnya.

Bersamaan dengan i
jak 1831 Juli nanti be
PPDB tahap empat. Tah
merupakanwaktupenerima
siswa baru di SMP Terbuka dan
PaketB.

Bandung, 4 Juli 2011

Koordinator
mas dan Hukum,

7o

Arden Lumbantoruan, SH.
NIP. 195601171980031011
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BERITA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
Nomor: 761 Hms/ VIVH/2011

Media Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid : TRIBUN
Terbitan, Hari/Tanggal/Bulan/Tahun : Selasa, 5 Juli 2011

Edisi/Halaman/Kolom 1 6/1

LEUWIGAJAH,(GM).- . ' 2 : ‘Besuai periga
Sejumlah orangtua siswa kecewa dengan passmg Kﬂlﬂa Panitia PDDB SMAN&gen 4,C.mam, Saefi

qmdeSMPdanSMAd:Kanmln pihaknyasudah PPDI
sehmggasu}ndlpmdiksldanakhunyamkmmeknga beso&fl’erwal(hmh TKami sudahberhn ik sestin
gal masuk sekblahyangd k »\h'hmnvakemgl mienerima 10 iloar Kot Cirmiah

nan menyekolahkan anak ke e sekolah negeri tidak ter- danlebth mengutamakan peserta
capai karena Penerimaan Peserta DLdlkBaru (PPDB} & slwngndak diterima mmmm@
serentakditutup Sabtu (2/7)lalu, . . ! lahswata karena mereka sudah siap, "jélas Sasfal,
Seperti diungkapkén Safi (34) yhng anaknya gagal Sfrhentara itn mena.nggapl banyaknya kekeoerwdan
masuk SMPN 8 Cimahi. "Pada hari Sabtu pukul 10.00 ' paragrangtua y Fang anknya tidak masuk SMP;
" Mﬂ,passmggrcad’smamhbﬂadadlpm%,ﬁ Na-  karenasist mmmmmmw
mitn dalam hitungan: per jam sudah mencapai 24;10. |  hanfKephla Seksi Kurikulum Pendiile Dasar Disgs
Saya suriggith kecewa, dalam wakiu sekianjam passing Pﬂiﬂiml’emndamem E
gmdesudahnaﬂaKmhmansksayaga&aimasukM Hérlmw manyagpmm paila PEDB ini 3
lm‘hanyabed.a komaal mau dibawa ; 3 i Im:,gg'— ‘iy '3 ..,.!;m

hamya
‘ adgpilthafrdengan tendaftar ke
5, ketika anaknya . Jika kesem
hanyaengansehﬂ‘?& ,\w-‘ﬂ« m%bgﬁ?m&mhs&gﬁifiiu&mp
nilaianaksaya 26,00tetapi Dikatakan Dadan banyakniyakekecawaan (grangtua
passing gradediSMP2  tersebut karena mereka bérpikir
gagalmasuk. Lalusaya’ hhnesenmrm&dmr;ﬂ mmﬂlh
P2 untukdaftar m jumlah lulusan SD di Cimahi sebanyak 7515 |
: damgtu;;: :'ﬂimsms‘i‘!&:m kuota SMP negentdi-Cimahi
W,
mdapats il bt ngga sisanya harus adayanig
Sekblah swasta pun tidak perly
! (4;7) murid, karena akan banya.kﬂifva mmmmm
g grade negeridan memilih bersekolah di SMP swasta, Sama
24,24 un- seperti SMP negeri, pemerintah pusat dan pemerintah
atse- daereh juga memberikan dana bantuan aperasional
;@" sekplah (BOS) bagn SMP swasta. (B.109/rvi job)**
28 pe- ’

Négenacwm Kasmanfné:ﬁmnkm&ga:s:si\-am
titlak diterima bisa menduftifla ke sekalah i
Para orangma harus selalu memantau hasil passmg
grade) berubah, hal sepertiitu su-
pays nemvangkecilbma segera mend.aﬁarke sekolah
swasta,” jelas Kasman.

SMA Negeri 4 Cimahi ing grade 31,15
untuk peserta dalam Kota Cimahi dan 33,20 untuk pe-
sertaluar Kota Cimfahi. Hasil ini juga masih bersifat se-
mentara’dan bar diumumkan Selasa(5/7) hari ini.

Te

Bandung, 5 Juli 2011
Humas dan Hukum
Koordinator,

M —
Arden Lumbantoruan, SH
Nip. 19561171198031011 |

Nilai Memuaskan Terlempar dari Sekolah Negert

Orangtua S




29

BERITA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
Nomor: 756 Hms/ VI/H/2011

Media Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid : PIKIRAN RAKYAT
Terbitan, Hari/Tanggal/Bulan/Tahun : Selasa, 5 Juli 2011
Edisi/Halaman/Kolom :21/2-4

Baru Dua Kabupaten
yang Mencairkan
Dana BOS Provinsi

BANDUNG, (PR).-

Meski peraturan gubernur
mengenai pencairan dana Ban-
tuan Operasional Sekolah
(BOS) Provinsi Jawa Barat
telah terbit sejak awal Juni lalu,
sampai dengan saat ini baru
dua kabupaten di Jawa Barat
yang sudah mencairkan BOS
provinsi, Dua daerah tersebut
adalah Kabupaten Sumedang
dan Kabupaten Bandung.

Hal tersebut diungkapkan
Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat Dede Hasan yang ditemui
di ruang kerjanya di Jln. Dr.
Radjiman Bandung, Senin (4/7).

Menurut Dede, baru Su-
medang dan Kabupaten Ban-
dung yang telah menyelesaikan
persyaratan administrasi dan su-
dah terbit surat perintah pen-
cairan dananya sehingga bisa
langsung dicairkan dan masuk
ke masing-masing kas daerah.
Dua daerah lain yang sedang
dalam proses pencairan adalah
Kabupaten Sukabumi dan Kabu-
paten  Kuni tara

cairkan daerah yang telah
menyelesaikan terlebih dahu-
Iu,” wjarnya.

Jumlah dana BOS yang di-
cairkan untuk Sumedang, kata
Dede lebih dari Rp g miliar se-
mentara untuk Kabupaten
Bandung mencapai Rp 29 mili-
ar. Rinciannya terdiri atas,
Sumedang sebanyak 118.046
murid SD/MI dengan dana Rp
2,95 miliar dan 55.055 siswa
SMP/MTs. dengan dana Rp
7,01 miliar. Sementara Kabu-
paten Bandung terdiri atas
402,926 murid SD/MI dengan
dana Rp 10 miliar lebih dan
149.056 siswa SMP/MTs. de-
ngan dana Rp 19 miliar lebih.

"Satuannya masih tetap, un-
tuk SD Rp 25.000 per siswa
per tahun, sedangkan SMP Rp
127.500 per siswa per tahun.
Berbeda dengan BOS pusat,
pencairan BOS provinsi di-
lakukan sekaligus untuk satu
tahun,” tuturnya.

Secara keseluruhan, menurut
Dede, dana BOS provinsi yang
dialokasikan di tahun 2011 ini

daerah lainnya behum tuntas me-
nunggu penandatanganan oleh
bupati dan wali kota.
"Sebetulnya kami sudah
berupaya untuk akselerasi dan
meminta 30 Juni kemarin
harus sudah diselesaikan, tetapi
ternyata sulit. Oleh karena itu,
kami memutuskan untuk men-

mencapai Rp 405 miliar. Jum-
lah tersebut diperuntukkan ba-

gl 5.360.000 murid SD/MI

dengan dana Rp 134 miliar dan
2.130.156 siswa SMP/MTs.
dengan dana Rp 271,59 miliar.
Dede menuturkan, BOS pro-
vinsi yang diberikan kepada
seluruh siswa SD/SMP baik

negeri maupun swasta ini ben-
tuknya adalah bantuan keuan-
gan yang akan masuk dulu ke
kas daerah atau APBD dan
harus menempuh paripurna.
Dia berharap daerah bisa me-
ngeluarkan kebijakan khusus
agar dana BOS ini tidak terlalu
lama menempuh birokrasi.
"Jangan sampai masuk ke pe-
rubahan, karena akan lama la-
£1,” tuturnya. (A-157)***

Bandung, 5 Juli 2011
Humas dan Hukum
Koordinator,

bhor —.

Arden Lumbantoruan, SH
Nip. 19561171198031011
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Pencairan BOS Terha

RAD.]IM.AN, (GM).-
Barudua kabup##én di Jabar yang
mencairkan-d tuan opera-

sional sekolah (BOS) provinsi. Ked-  inta setiap@hbupaten kota un!uk
uanya yakni Kab. Sumedang dan Ban- segeramengajukan proposal penga-
dung, sedangkan Kab. Sukabumidan * juan pencairan dana BOS provinsi
Kuningan masih dalam proses, palmg Iarnbat 30 Juni lalu. Namun
"Yang'lamn)ra belum d

rah yang
in- senusmenga_]uka.npmposat ynkm
a.k‘i: : Kab. 8 g dan Kab. B
api birg di daerah atau hal  disusul Kab Sukabumi = dan
lain,” unghagrKepala BidangPen-- Kuriin,

didikan Dasar (Pendas) Dinas Pen- Pamlsekarangﬁ:h masuk
didikagnJabar, Drs. Dede Hasan Kur-  bulan Juli, namun b ada lagi> - L
naod:kepada wartawandiruangker- - kabupaten kota yang mermigsukkan®™ Kab. Bandung dan
Jang;iesemn /3. Ergg;s;]ﬁ;gai:;nb};;r;:mdan? l Sumedang Cairkan BOS
belum ; ‘Dede meng.sbulkan, penwrap-

P! ETIEA;
juan d OS ini, ter a dmaBQ‘Spwwmm:lebmeepat 4

biro didaes in/ tghun sebelumnya. Apalagi saat;
e rengahsﬂmk ~sibuknyn/penerimaan!
pesertadidik baru (PPDB), sehingga::

: aejwiamapnn SM mpmbutnlu

Bandung, 10 Juni 201
Humas dan HL.I\U'TI
Koordinator,

o

Arden Lumbantoruan, SH
Nip. 19561171198031011
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:6/1

' (GH]
Pass;ng grade sekolah menengah
pertama (SMP) negeri dan se '
menengah atas (Slt@) neg
Cimahi mengalagi
pai 2 poin dibar
belumnya. Hal i
peningkatanm
dldtkarfdl

Manumt‘l“ata,dulhm d ' i passing gra
masing sekolah, rata-rata mengalami ke;

itar 1 sampai 2 poin. "Ini menunjukkan!
1ngkatan kualitas pendidikan, ‘karena
ing grade naik, hasil kelulusarrujian nas
swwaSMP dan SMAJuga mengn]ami,kenmhn

parnya. e &

Tata menyebutk; pass':'rl inggi un-
tuk SMP sebesar 26 j poin di pass-
ing grad'e terendnh sshe 5

dan iswa baru ya.ns du-'rw kolah mepeng.h
kgudr:;n{sﬁxl negeri seban)rak 723 orangd.ariﬂ4§ '
peridaftar,

Bukti Penmgkatan Kuqhms Pendidikan

LR

Sekolah swasta

Tata menyakinkan kepada orangtua siswa, supaya
tidak khawatir anaknya tidak bisa bersekolah di Ko-
ta Cimahi, ka.rana;nmlah SMP negri dan swasta di

Cimahi dapat menampting seluruh siswa Talusam
sekolah dasar (SD) maupun SMP dari Cimahi.
Sekalipun ada yang datang dari luar Cimahi, tetapi

o

juriilah siswa asal Kota Cimahlyang putasnk& uar

Cirbahi pun cukup banydk: ¥

"Setelah pengumuman passiv% gmdemi Mg
tua'siswa yang anaknya tidak diterima di SMP dan

- SMA negeri supaya segera mendaftarkan anaknya

ki sekolah swasta yang masih membuka pendaf-
tgran. Jangan takut masuk sekolah sawasta, kare-
nabeberapa sekolah swasta justru menyediakan ju-.
rusan yang tidak ada di sekolah negeri. Sepem ju-
rusan farmasi," jelas Tata.

-Selain bersekolah di sekolah form al, Tata men-

gitakan, lulusan SD dan SMP bisa melanjutkanpen-
didikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ..
-(EKBM). Saatinidi Kpta Cimahi ada25 PKBM yang

siap menampung lulusan 8D dan SMP.. |

:Hal senada disampaikan Kepala Seksi Kurikulum
Pendidikan Dasar Disdikpora Kota Cimahi, Dadan
Hermawan, Menurutnya, banyakpya orangtua yang
ketews anaknya tidak masuk sekolah negeri kare-
-rizmasih beranggapan bahwa sekolah di negeri men-
jadi satu-satunya pilihan. Padahal lulusan SD di Ko-
taCimahi mencapai 7.515 orang, sehingga tidak se-
hmdmg dengan kuota siswa baru di SMP negeri
yahg hanya 3.8c0 orang.

"Siswa yang tidak diterima di sekolah negeri, harus

betsekolah di SMP swasta. Sekolalfswasta puntidak .

perlu khawatir akan kekurangan murid, karena
banyak siswa yang tidak diterima masuk ke SMP
negeri, mereka akan bersekolah di SMPevas

seperti SMP negeri, pemerintah pu!
intah daerkh juga-memberikan dand B
erasidnal Sekolz (BOS)aJsmrswasta,
(B.109/rvijob)**

pomyl

Bandung, 6 Juli 2011
Koordinator
Humas dan Hukum,

g —— .
Arden Lumbantoruan, SH.,
NIP. 195601171980031011

Passmg Grade” SMP dan
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. KOMPAS

: Senin, 6 Juli 2011

Sekolah Semakin
Sulit dan Mahal

RSBI Hanya Dinikmati_Siswa Kaya

JAKARTA, KOMPAS —
Memasuki tahun ajaran

baru, sejumlah orangtua _

di berbagai daerah
dipusingkan dengan
semakin sulitnya
mencari sekolah

berkualitas dan semakin

mahalnya biaya sekolah.
Meskipun sudah ada
dana yang dikucurkan
pemerintah untuk setiap

sekolah, kenyataannya
hal itu tidak mengurangi
pungutan yang dilakukan
sekolah terhadap
orangtua siswa,

Kesulitan utama siswa dan
orangtua terutama karena seba-
gian sekolah publik berkualitas
baik sudah berubah menjadi rin-
tisan ‘sekolah berstandar inter-
nasional (RSBI). Untuk RSEI, se-
lain tes masuk lebih awal pada
Maret-Mei, sekolah bebas me-
mungut biaya masuk dari orang-
tua siswa. Di Kota Cirebon, Ban-
dung, dan Jakarta, misalnya, bi-
aya masuk SMP negeri berstatus
RSBI minimal Rp 6 juta. Adapun
biaya masuk untuk SMA negeri
berstatus RSBI bisa di atas Rp 15
Jjuta,

Siswa yang masuk kelas bi-
lingual di SMA negeri di Cikarang
Pusat, Kabupaten Bekasi, dikenai
uang pangkal Rp 38 juta dan

Partisipasi Masyarakat di Pendidikan Formal

(%)

& 712 tahun
I 13-15 tahun
W 1618 tahun

Persentase Penduduk Menurut Pendidikan
Tertinggl yang Ditamatkan, 2010

SMA/SMK I 16,000

(%)

Penduduk
usia 15 tahun
ke atas

biaya lain-lain Rp 2,1 juta atau
total Rp 5,9 juta. Belum lagi uang
sekolah yang besarnya dipatok
Rp 300000 per bulan.

Di Jakarta Selatan, SMP bi-
lingual yang belum RSEI mema-
tok sumbangan Rp 6 juta per
siswa yang bisa diecicil setahun.
Adapun untuk RSBI, biayanya
lebih besar lagi.

"Anak-anak cerdas dari keluar-

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerlan

Bandung, 6 Juli 2011
Koordinator
Humas dan Hukum,

lhon—

Arden Lumbantoruan, SH.

NIP. 195601171980031011
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nungutan Liar :
. . 7 .
Disdik Panggil Kasek f
lNDRAMAYU Dinas Pen- manggilan kepalasekolahini  gaanpung diSDrersebut.In-
didikan (Disdik)KabupatenIn-  akan dilakukan dalam waktu  formasi yang di-peroleh, mereka
dramayusegeramemanggilKe-  dekat. “Pengaduan orang tua  merasa keberatan dengan ada-
~ palaSekolah SD Eretan Kulon  siswa akan kami cross check  nya pungutan Rp100.000 untuk
. IV terkait pungutan liar yang ~ dulu untuk memastikan kebe- menebusijazahsiswakelasVL

dilaporkan orang tuasiswa. narannya,” kata Rahmat. “Kami selaku orang tua sis-

KepalaDma.sPend:d:kanKa- . Rahmat mengakui, sesuai  wa sangat kecewa dengan ada-
bupatenInd P Pemerintah(PP}No-  nya pungutan yang dilakukan
Rahmat mengatakan, p:halcnya mor 48 Tahun 2008, sekolah se-  oknum sekolah,” ungkap Suti-
segeramemangg:lunrukmermn beénarnyadiperbolehkanmela-  nah,35,salahsatuorangtuamu-
ta klarifikasi pihak sekolah tep-  kukan pungutan asalkan dila, ridkelasVISDEretan KulonIV.
tang laporan dugaan p tap - kukan ysedur.Namun,  Sutinah menganggap pungut-
liaryangdi ikany haluuhamsdﬂakukanmela}ul an yang dilakukan perincian-
tuasiswa.“Terkaitlaporanorang ~ kesepakatan antara komitese:  nya tidak jelas.
tua siswa, kami akan meminta  kolah dengan orang tua siswa Ketua Fraksi PDI-F DPRD
\larifikasi kepada kepalaseko-  tanpaadanyatekanan. . KabupatenIndramayu Ruwadi
lah, apakah sudah dilakukan se- Sejumlah orang tua siswa  Budiman mengaku, prihatin
suai prosedur atau belum,” ujar-  SDN Eretan KulonIV,Kecamat-  dengan adanya pungutan liar
nya. an Kandanghaur, Kabupaten In- disekolah.

Disdik ikan, pe- . dramayu,memj danyadu- , ®tomiindra

Bandung, 6 Juli 2011

Koordinator

Humas dan Hukum,

o — -

Arden Lumbantoruan, SH.
NIP. 195601171980031011

33




34

BERIT% PE‘\IB \‘\ GL\ \\ PE\DIDIKA\T
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

Nomor :788 /Hms/VII/H/2011

:SUARA KARYA

: Senin, 6 Juli 2011

S——

Media Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid
Terbitan, Hari/Tanggal/Bulan/Tahun

Edisi/Halaman/Kolom 212/ 6-7

PROGRAM UNPP

Pemkab Indramayu
Targetkan Lulus 95 Pérsen

INDRAMAYU -(Suara Karya):
Sebanyak 944 peserta meng-
fkuti yjian nasional program
paket (UNPP) C di Kabupaten
Indramayu, Jawa Barat,
tahun ajaran 2011 yang
dilaksanakan selama empat
hari di tiga lokasi berbeda.

. UNXNPP dilaksanakan di
SMA PGORI 2. Indramayu,
SMPN 3 Sindang, dan SMPN
4 Sindang, Indramayu. Hal
ini dilaksanakan untuk mem-
berikan peluang kepada sis-
wa putus sekolah agar dapat

melanjutkan dengan program Sekretaris UNPP C Risto-
kejar paket C dan dilakukan = yo. menjelaskan bahwa pro- °-
dengan anggaran APBN. ‘gram UNPP C dilaksanakan

Program ini dilaksana-
kan untuk menyerap .dan
menanggulangi siswa yang
tidak terserap oleh pendi-
dikan formal secara umum.
Dengan demikian, mereka
bisa mengikuti pendidikan
ke jenjang berikutnya’ dan
berhak mendapathkan ijazah,
tentunya bagi yang lulus
ujian sesuai dengan amanah
dari Undang-Undang No 20
Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Sisdik-
nas). Juga pada pasal 32
tentang pendidikan khusus
ddn -pendidikan layanan
khu;sus.

+ _ Hal ini sepérti diungkap-

kan oleh Kepala Dinas Pen-
didikan Kabupaten Indra-
mayu H Muhammad Rakh-
mat,) MH, selaku penang-
gung jawab UNPP. Didam-
pingi Kabid Pendidikan Luar
Sekolah (PLS) H Masdik
sebagai Ketua Panitia UNPP
C, melalui Kasi Kesetaraan
Dinas Pendidikan Indrama-
yu Ristoyo sebagai Sekre-
taris Panitia UNFP C, men-
jawab pertariypan Suara
Karya di ruang kerjanya,
Selasa (5/7).

karena sesuatu hal yang ter-
jadi oleh siswa yang bersang-
kitan, seperti disebabkan
oleh "adanya bencana alam,
karena adanya kesulitan
ekonomi, keadaan darurat,
dan bagi mereka yang berada
di tempat terpencil.
“Termasuk bagi mercka
yang IQ-nya terbilang superi-
or dan retardasi (keterbe-
lakangan), termasuk merida-
patkan layanan pendiddikan
khusus,” ucap Ristoyo. Me-
nurut Rislc\yu. tahun 2011
peserta ujian nasional pro-
gram paket C di Kabupaten
[ndramayu berjumlah 944
warga belajar. (Rusyana)

0 T C AT R SRR L AR M

o
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Bandung, 6 Juli 2011
Koordinator
Humas dan Hukum,

e —_

Ardeu Lumbantoruan, SH.
NIP. 195601171980031011
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 PIKIRAN RAKYAT

: Kamis, 7 Juli 2011

Wali Kota

dan DPRD
Harus Bersikap |.
Soal Pungutan

BANDUNG, (PR).-
Maraknya pungutan yang
terjadi saat daftar ulang peneri-
maan peserta didik baru
(PPDB) merupakan salah satu
bentuk berat yang
seharusnya menjadi perhatian
pemerintah daerah, Ketua Fo-
rum Orang Tua Siswa (Fortu-
sis) Kota Bandung Dwi Sub-
awanto m , seharus-
nya DPRD dan Wali Kota Ban-
dung marah, karena sudah

rubahan sistem sama sekali,
masalahnya akan tetap beru-
lang, dan lama-kelamaan ma-
syarakat akan menganggap wa-

jar.
Hak informasi
Terkait hal ini, Anggota
Komisi Informasi Dan Satriana
mengungkapkan, orang tua
memiliki hak untuk meminta
informasi pengelolaan keuan-
gan ke sekolah. Orang tua juga
berhak berpartisipasi dalam

membuat aturan, tetapi malah  perencanaan program sekolah.
tidak ditaati. Sementara itu, sekolah berke-
"Petunjuk teknis (ju.knis} wajiban memberikan informasi
PPDB itu peraturan yan; pengelolaan keuangan kepada
las peraturan wali kola, telap\ orang tua, Jika sekolah tidak
malah ti Seharus- kan kewajibannya,
nya bukan masyaral:al saja  dan orang tua atau masyarakat
yang marah, yang bikin aturan  tidak meminta haknya karena
Jjuga seharu.sn)fa marah. Pada  hambatan psikologis, seharus-
hanya menjadi masa- Disdik memediasii
lah Klasik yang terjadi beru- . Kepala Dinas Pendidikan Ko-
lang,” kata Dwi, Rabu (6/7). ta Bandung Oji Mahroji meng-
Selama ini, kata Dwi, jika ada igkapkan, untuk menindak
sekolah yang ketahuan melang- - lanjuti aduan masyarakat ter-

gar juknis PPDB sanksinya
tidak memberi efek jera. Jika
ingin ‘memperbaiki, menurut
Dwi, harus membongkar sis-
tem oleh semua pemangku ke-
pentingan (stakeholder) pen-
didikan. Kalau tidak ada pe-

kait pungutan, dia akan me-
lakukan inspeksi ke sekolah-
sekolah. Jika ada sekolah yang
kedapatan melakukan pung-
utan, Disdik akan me-
manggil kepala sekolah yang
Hiersangkutan. (A-187)***

MOdUS Pungutan yang Diminta Sekolah

Samgam (topi, saragam Pu‘lh‘
| merah, pakaian olah raga, batik,

| Rp 100.000 s.d. Rp
| 600.000
| dankauskak) .

3. Sumbangan sukarela, dana |
| pembangunan (ada ‘sekolah yang | Mencapal angka jutaan
| menetapkan jumiah minimal | rupiah

i | sumbangan) ; :
i Sumoert Bl ar waw anoarn dn penalisiran O lpangen

Bandung, 7 Juli 2011
Humas dan Hukum
Koordinator,

by —.

Arden Lumbantoruan, SH
Nip. 19561171198031011
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1

Anggaran BOS 2012 Ditamba

h 7,5 Trilliun

Sekolah Tidak Lagi
Lakukan Pungutan Liar

Jakarta, Pelita

Pemerintah berupaya memenuhi 100 persen
biaya operasional sekolah nonpersonalia. Peme-
nuhan biaya, yang semula dianggarkan pada
tahun depan, direncanakan akan dipercepat
mulai awal tahun ajaran baru ini. Dengan ada-

nya penambahan ini diharapkan tidak ada lagi

pungutan-pungutan liar.

*Selama ini han Bi-

dan Menkol bagai Ket-

yak Rp 5 triliun. Jumlahnya,
kata dia, kini meningkat men-
jadi Rp 16 triliun dan dengan
tambahan BOS dari Kemente-
rian Agama maka total keselu-
ruhan Rp 20 triliun. “Kita ber-
harap di SD dén SMP semua
biaya operasi nonpersonalia ini
harus tuntas ditangggung oleh
dana BOS,"jelasnya. _

Di tempat terpisah Menko
Kesra, Agung Laksono, men-

aya Operasional Sekolah (BOS)
baru mencover 70 persen seko-
lah yang ada, dengan adanya

, < penambahan diharapkan bisa

mencapai 100 persen, “kata
Wakil Meniteri Pendidikan Nasi-
onal (Wamendiknas) Fasli Jalal
di Kementerian Perididikan Na-
sional (Kemdiknas) di Jakarta,
Rabu (6/07) sore.

Lebih lanjut Fasli men- .

gatakan, sisa pemenuhan 30
persen anggaran sudah dima-
sukkan ke dalam pagu indika-
tif untuk disediakan pada 2012,
Hal ini, sudah méndapatkan
.persetujuan dari pemerintah
dan tahap awal pembahasan
dengan Komisi X. “Tetapi karena
Presiden dan Menkokesra meli-
hat ini penting, ads arahan su-
paya kalau ada peluang diper-
cepat sejak awal tahun ajaran
baru ini,” katanya.

Namun pada saat ini, Kem-
diknas menunggu arahan lebih
lanjut dari Wakil Presiden seb-
agai Ketua Komite Pendidikan

ua Harian. “Nanti beliau akan
membuat pemyataan-pernyata-
an, yang artinya 30 persen ini
hanis secepatnya,” kata Fasli,
Fasli menjelaskan, untuk me-
menuhi 100 persen biaya sper-
asional pendidikan melalui BOS
pada 2012 dibutuhkan hampir
Rp 7,5 triliun dana tambahan.
Dia menyebutkan, jika dimaju-
kan pada Juli-Desember tahun
ini maka diperfukan tambahan

Rp 3,7 triliun agar. memenuhi

100 persen biaya operasional
sekolah secara nasional,
Biaya ional pendidi

. meliputi biaya operasional per-

sonalia dan nonpersonalia. Ada-
pun biaya operasional persona-
lia meliputi gaji dan tunjangan
pendidilc dan tenaga kependidi-
kan. Sementara biaya nonperso-
nalia diantaranya meliputi alat
tulis sekolah, alat dan bahan
habis pakai, pemeliharaan dan
perbaikan, dan biaya pelaporan.

Fasli menyebutkan, dana
BOS pada awal 2006 seban-

kenaikkan anggaran
untuk BOS 2012 agar  Pendidi-
kan untuk Semua’ benar-benar
dapat dinikmati oleh semua
- siswa di berbagai tinglmtan, di
semua jenjang, dan di setiap
Untuk itu diharapkan pada
2011 ini juga naik, sehingga ke-
naikan’ anggaran BOS pada ta-
‘hun depan tidak terlalu melon-
jak. Sedangkan - masih adanya
kabupaten yang belum meny-
alurkan dana BOS, pemerintah
juga akan memberikan sank-
si. Apa bentukmya, dilihat dari
kelalaian yang dilakukan, Bisa
berupa teguran, surat perin-
gatan, hingga pemecatan.
“Yang memberikan sank-
si tetap pemda, bukan pemer-
intah pusat. Diharapkan tidak
ada lagi alasan daerah untuk
memperlambat penyaluran BOS
karena itu hak peserta didik.
Jangan sampai juga ada sekolah
yang melakukan pinjaman un-
tuk menutupi biaya operasion-
al sekolahnya," tegasnya. (mth)

Ard

Bandung, 8 Juli 2011

Koordinator
Humas dan Hukum,

(7 —

en Lumbantoruan, SH.
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. KOMPAS

s Jum’at, 8 Juli 2011

| ANGGARAN PENDIDIKAN

'Dana Pendidikan
'Sulit Diserap

JAKARTA, KOMPAS — Kon-
| disi penyerapan anggaran vang
rendah di Kementerian Pendi-
dikan Nasional pada semester I-
2011 dikhawatirkan akan mem-
bawa dampak buruk hirigga akhir

tahun. Kementerian Pendidikan -

Nasional masih bergelut dengan
reorganisasi internalnya sehing-
ga anggaran yang sudah dialoka-
sikan -dalam APBN 2011 belum
terserap, tetapi akan menerima
tambahan dana lagi pada A.PBN

| Perubahan 2011
"Program-program pendld.l.k-
an utamanya sudah bagus, teru-
tama bantuan operasional seko-
lah (BOS). Namun, yang menjadi
- masalah, program yang -terkait
dengan Kementerian Pendidikan
Nasional ‘'sedang menggelar re-
organisasi, Meski demikian, me-
. reka berjanji akan

yang akan dijalankan, bisa Ke-
menterian Pendidikan Nasional
atau Kementerian Agama,” ung-
kapnya.

Data Kementerian Keuangan
menunjukkan, realisasi penye-
‘rapan belanja di Kementerian
Pendidikan Nasional hingga Mei
2011 mencapai 18,9 persen dari

: pagu Rp 55,6 triliun. Itu melam-

bat dibandingkan dengan periode
yang sama tahun 2010 yang me-
nyerap 29,7 persen dari pagu Rp
63,4 triliun. Realisasi belanja 2011
iti berarti di bawah rata- rata

belanja.

yans ada di level 24 perseﬁ

Dana abadi i
Pelaksana Tugas Kepala' Ba-

dan Kebijakan Fiskal (BKF) Ke-

menterian ‘Keunngan Barribang

a.rumpadnakl'nrmhun'

penyerap:

ini,” ujar Wakil Menteri Keu-
angan Anny Ratnawati di Jakarta, -
Kamis (7/7), seusai menghadiri
Sidang Paripurna DFR tentang
Pertanggungjawaban Pelaksana-
an APEN 2010

Anggaran bertambah

PS Brodj

n-dana ‘pendidikan se-
Bp 16,6 triliun. itn diper-

akan sulit diserap untuk
ﬂneudnnal proyek tepat waktu.
Itu karena sisa tahun

201 tinggal lima bulari ke depan.

- Atas dasar itu, tambahan dana

pendidikan sebaiknya dialokasi-
kan untuk dana abadi yang peng-

Aldbat bertambal anggar-

‘an belanja negara dari Rp

122956 triliun -menjadi Rp
131345 triliun (meningkat Rp
83,89 triliun), anggaran pendi-

dikan pun bertambah 20 persen:

dari Rp 248,98 triliun

jangka panjang,
“Dana abadi itu untuk betja-
ga-jaga jangan sampai dana ang-
garan tidak terserap karena wak-
tu yang tersedia terlalu pendek,”
g = r

Rp 265,56 triliun.

Alokasi tambahan anggaran
pendidikan ini masih akan dite-
tapkan dalam pembahasan de-
ngan Badan Anggaran DPR.

Anny Ratnawati mengatakan
terjadi reorganisasi- di Kemente-
rian Pendidikan Nasional, yakni
bertambahnya eselon satu, "Per-
ubahan itu membutuhkan revisi
anggaran,” ujarnya.

Menurut Anny, untuk menda-
patkan tambahan anggaran pen-
didikan ity, setiap kementerian
dan lembaga harus berlomba un-
tuk memperoleh jatah. "Jadi, alo-
kasi anggaran tambahan itu bu-
kan kepada siapa akan diberikan,
tetapi basisnya pada program

Bambang; dana-aba-

 di merupakan solusi masalah pe-
nyerapan yafg akan sangat berat
dipenuhi oleh kementerian yang
menerima tambahan anggaran
pendidikan itu. Meski demikian,
untuk sisa’ tambahan anggaran
pendidikan lainnya yang tidak
menjadi dana abadi, tidak ada
yang dapat dilakukan oleh Ke-
menterian Keuangan selain ber-
harap agar kementerian dan lem-
baga yang menerima dana itu
berusaha keras agar dananya ter-
serap seluruhnya,

Ini terjadi karena tidak ada
satu pihak pun yang dapat meng-
alihkan alokasi dana pendidikan
sebesar 20 persen itu Karena su-
dah diatur konstitusi. (OIN)

Bandung, 8 Juli 2011
Koordinator
Humas dan Hukum,

g —.

Arden Lumbantoruan, SH.

NIP. 195601171980031011
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1 12/1

Banyak Sekolah Langgar Aturan PPDB

Bandung, Pelita

Meskipun Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Band-

ung telah mengeluarkan aturan, melarang sekolah

pungutan atau sumbangan dalam bentuk
apapun. Ironisnya termyata masih banyak sekolah di
Kota Bandung mulai dari tingkat SD/SMP /SMA dan
SMK yang melanggar petunjuk teknis (juknis) peneri-
ma peserta didik baru (PFDB) 2011,

Padahal sudah dijelaskan bahwa pendaftaran ser-
ta daftar ulang tidak berkaitan dengan administrasi
keuangan. Oleh karena itu, sebaiknya Anggota De-
wan Perwakilan Rakyat Daerah harus segera turun.
Kalau tidak persoalan ini semakin parah, jelas yang

dirugikan orang tua murid. Hal ini tidak boleh di-
lakukan karena melanggar peraturan yang tertera.
dalam juknis PPDB.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik Jabar) Wahyu-
din Zarkasyi, sudah mengetahui tentang adanya in-
formasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah. Se-
bmynselmla.hhamsmemamhlnpayang:mdah
ditentukan oleh Disdik ing Kabur
Kota. “Aturan yang sudah Ineluatk.anjan@an ditang
gar Ttu salah,"kata Wahyudin kepada Pelita diruang
kerjanya Kamis (7/7).
Dijelaskannya, seperti Disdik Kota Bandung, sudah
mengeluarkan aturan tersebut misalnya selain sera-
gam, pelaksanaan daftar ulang tidak boleh dikaitkan
dengan hal lain seperti pembelian buku, lembar ker-

]amaﬂ.!{S!.mranlmJanm kegiatan peserta didik,

dan lain-lain. Pola
pernMa}manpendJ.dﬂcand:SD,’MIdeMP;mgrm
karena sudah ada B (BOS).

Menurut Wahyudin, hanyammﬂasihtasl orang tua
swwa yang mgm berparh.s:psst men)ach donawr se-

nya dwtanmawa;;l:;n sesuai dengan pmtumn
Kontribusi pendanaan dard amng tua siswa yang

. mampu ini diharapkan 1i bagian pent-

ing dalam mekanisme subsidi silang.

Kepada pihak sekolah jangan terlalu berat mem-
benani orang tua murid dengan berbagai pungutan
yang dilakukan oleh sekolah. *Kalau masih ada,
berarti sekolah tersebut sudah melanggar. Sanksi
bagi sekolah yang melanggar tentunya sudah ada
aturan mainya di-Kabupaten/Kota. Karena itu bukan
sepenuhnya wewenang Disdik Jabar," tegasnya. (id)

b

Bandung, § Juli 2011

Koordinator

Humas dan Hukum,

G ~—.

Arden Lumbantoruan, SH.
NIP. 193601171980031011
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AfasnMasaIah di Tahun Ajaran Baru

tuk Pansus.PPDB!"

.(GM) - muncul. ungkap Kanm lee—

Pansus penerimaar peserta di-  durig DPRD Kotd' Baﬁdung .Hn_

!'dik baii{PPDB) ﬁmiﬁenmk * Aceh; Selasa (12/7); r
karanapswo

Komisi D DPRD«MBandlmg, -
Rabu (13/7).

Menurut Sekretaris Komisi D
DPRD Kota Bandung, Katmadja,
persoalan peserta didilcbar sc:tiap
tahunnya ma.mh gama, seperti

pungutan liar, ,q,gp&nan an  lahpada
Im.nnyaﬁda : ﬂk“i\q '_ upidi
sil

terkall
(Disdik), makahmknmyatakhlsa PI_?,I)B ini. Sebab ity, Ko;nu:p
dnentukankapanbakzlselesai sangatberbanmdgnganmpya
. "Sekolahipun heraderdi bawali’ TSM“.yang mengawa,sl .ﬂan
| Disdik; semeptara permasalahan - -
poserbaﬁﬁlkunhap tahun selalu  Bersambung ]f.eh]m 1gklm 5

Bandung, 13 Juli 2011
Humas dan Hukum
Koordinator,

Arden Lumbantoruan, SH
Nip. 19561171198031011
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MOS Tanggung Jawab Sekolah

Fernan Rahadi

JAKARTA — Suasana
orientasi harus bernuansa
pendidikan, terutama pendi-
dikan karakter. Masa orien-
tasi siswa (MOS), kata Wakil
Menteri Perididikan Nasio-
nal, Fasli Jalal, tidak boleh
ada kekerasan fisik maupu
verbal, .

Dia meminta sekolah
menjadi satu-satunya pihak

yang menyelefggarakan -

MOS sekaligus't

jawab terhadap pelaksana- -
annya. “Sekolah harus ber-

tanggung jawab penuh. Ja-
ngan diserahkan ke pihak
ketiga) seperti alumni atau

swasta,” ucapnya dalam
apel kesiapan memasuki ta-

hun pelajaran” baru di
SMAN 70 Jakarta, Selasa

(12/7). Apel digelar serentak
di ratusan ribu sekolah di
Indonesia, sekaligus mem-
buka kegiatan MOS,

Dia mengatakan, masa
orientasi sudah jelas. Itu ma-
sa yang sangat kental untuk
memperkenalkan bagaima-
na proses belajar mengajar
yang dilalui di sekolah baru,
bagaimana fasilitasnya, ba-

ey

dan bagaimana gurunya. Se-

“lain itu, masa orientasi juga

untuk mengenal prinsip-
prinsip  kewirausahaan,
kreativitas, dan pemb

direndahkan atau menjadi
rendah diri,” tuturnya
Sebagai kegiatan awal
dalam tahun ajaran baru,
lanjut Fasli, MOS diharap-
kan menjadi momentum
untuk menumbuhkan ka-
rakter yang sesuai dengan

_ nilai utama, seperti kedisi-

plinan, tanggung jawab, etos

‘kerja, sopan santun, dan

lain-lain.

Dia mengatakan, cara se-
kolah mengembangkan pen-
didikan karakter untuk sis-
wanya bisa melalui berba-

nan karakter.
Fasli mengimbau supaya

" kegiatan MOS memperhati-
kan kebutuhan siswa terha-
“dap rasa ingin dihargai. “Ti-

dak boleh ada kegiatan yang
menyebabkan siswa merasa

1. Ada yang pintu
masuknya kewirausahaan,
keagamaan, sekolah hijau,

. palang merah remaja, atau

kantin kejujuran, “Ttu kami
serahkan ke masing-nffsing
sekolah,” tuturnya. ~

W ed: burhanuddin bella

Bandung, 13 Juli 2011
Humas dan Hukum
Koordinator,

Arden Lumbantoruan, SH
Nip. 19561171198031011
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Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah

ya saat Pelt

DINAS Pendidikan Kab Sumedang
mengadakan Pelatihan Manaj 1 Kepala
Sekolah dalam mengelola Lesson Study (LS). Acara
yang diikuti para kepala SMP se Kab S dang

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sumedang, Drs. Sanusi Mawi, M5i (tengah) tampak menyampaikan .
ih ji Kepala Sekolah, di SMPN 5 Sumedang baru-baruini.*

‘Pengembangan Lesson Study

e

Kab Sumedang .
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kab
Sumedang, Drs. Sanusi Mawi, MSi, tujuan dan

dan Kepala SMA se Kab Samedang tersebuyt,
berlangsung di SMPN § Sumedang pada 16 Juli
2011, Dalam pelatihan kali ini sengaja diundang
para kepala SMA sebagai suatu ekpansi
penger LS pada jenjang SMA. Menurut
Kepala Seksi Mutu Pendidik Drs. Edi Suwardi, M.Pd,
pada tanggal 11 dan 12 Mei 2011 telah diadakan
pelatihan fasilitator MGMP SMA, MGMP SMF non
MIPA, dan pengurus KKG yang tidak mendapatkan
DBL Bermutu. Diharapkannya, keberadaan MGMP
dan KKG pada tahun pelajaran 2011/2012 dapat
beraktivitas kembali sesuai kebutuhan dan
kepentingan pengembangan profesi dan karir
guru ‘yang bersangkutan. Sehubungan Kab
Sumedang sebagai kabupaten pertama di Jabar
yang melaksanakan LS sebagai pembinaan guru
di MGMP MIPA SMP, ungkapnya, sebagian besar
guru sudah kan manf; Karena
di MGMP SMA pun diadakan hal yang sama, yaitu
LS sebagai pembinaanya. Edi Suwardi
_mengemukakan, dengan diundangnya kepala
SMA sebagai peserta pelatihan diharapkan adanya
sinergitas antara kepala sekolah dengan guru,
yaitu kepala sekolah memfasilitasi guru
mengembangkan keprofesiannya di MGMP dan
guru memanfaatkan fasilitas yang diberikan
kepala sekolah dengan sebaik-baiknya untuk
kepentingan profesinya. Selain itu, diharapkan
pula adanya komitmen keberlanjutannya LS di

ini adalah meningkatkan peran
kepala lah dalam penjaminan pening}
mutu pembelajaran yang terus menerus dan
meningkatkan pemahaman kepala sekolah
had.

tentang keg 1 LS serta p t

keberlanjutan L5 di sekolah. Adapun sasarannya
adalah para kepala SMP dan SMA se Kab
Sumedang. Salah seorang peserta pelatihan, Enjan
Takarir (Kepala SMPN 3 Cisitu) mengatakan,
training dan penguatan LS sangat diperlukan oleh
semua unsur pendidikan terutama Dinas
Pendidikan, Pengawas bahkan perlu mengajak
komite sekolah. LS diperlukan untuk peningkatan
mutu pendidikan di sekolah, serta mengondisikan
terbentuknya masyarakat yang mencintai
pembelajaran. Dengan progam L5 yang
dikembangkan JICA ¥ PELITA di Kab Sumedang,
para kepala sekolah dapat melaksanakan
peranannya sebagai supervisor, motivator, dan
inovator dalam pembelajaran. Bagi guru, LS
memberikan pengetahuan tentang adanya
kelemahan dan kekurangan dalam layanan
pembelajaran untuk peserta didiknya, sehingga
kelak peserta didik akan lebih dilayani secara
profesional dan bermartabat dalam pembelajaran
di sekolah. Kegiatan LS ini sebaiknya melibatkan
orang tua peserta didik saat open kelas dan ikut
mengamati pembelajaran anaknya secara
langsung (ME-03)*** .

Bandung, 28 Juli 2011
Humas dan Hukum
Koordinator,

Arden Lumbantoruan, SH
Nip. 19561171198031011
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Minat Kuliah Masih Rendah

Jakarta, Pelita

Kementerian Pendidikan Na-
sional (Kemendiknas) mengakui
angka partisipasi kasar [APK)
pendidikan tinggi (PT) masih ren-
dah. Hal itu terungkap dalam
rapat dengar pendapat Komisi X
DPR dengan Mendiknas M Nuh
baru-baru ini. .

Mendiknas menyatakan, pen-

duduk usia 19-23, tahun sekitar

19,84 juta. Secara nasional pada
2010, APK mencapai 26,3 persen.
Pada tahun ini ditargetkan ada
percepatan peninghatan APK FT
menjadi 29,7 persen.
Dibandingkan APK negara tet-
angga, kata Mendiknas, Indone-
sia jauh tertinggi. Pada 2008,
APK PT di Korea Selatan men-
capai 92,6 persen, Jepang 57,3
persen, Singapura 55,9 persen,
Thailand. 45,9 persen, dan Ma-

laysia 28,6 persen. “APK FT Indo-
nesia memang pertu ditingkatkan
dengan cepat,” M Nuh.

Menurut Mendiknas, FT mem-
punyai peran strategis dalam me-
nyumbang daya saing bangsa
melalui penyediaan sumber daya
manusia unggul. Hasil karya
pembangunan riset dan teknolo-
g yang relevan dan berdaya sa-
ing, kata dia, hanya terwujud jika
APK PT tinggi.

‘Karena itu, pihaknya dalam
mengelola APBN Perubahan 2011
mengarahkan untuk meningkat-
kan daya tampung dan saing,
Secara khusus ditujukan untuk
penyiapan perdirian i
ty college, penguatan politeknik,
dan penguatan PT di daerah per-
batasan. Kemendiknas mengang-
garkan dana hingga Rp 2,939 tri-
liun. (zis)

Bandung, 28 Juli 2011
Humas dan Hukum
Koordinator,

Arden Lumbantoruan, SH
Nip. 19561171198031011
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: Kamis, 28 Juli 2011

BOS i)?l.‘.;lkkan, Seluruh

Pungutan Dilarang

Bappenas Sudah Menyetujui

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pendidikan
Nasional mengusulkan kenaikan anggaran bantuan
operasional sekolah pada 2012 sekitar 39,35 persen
lebih tinggi daripada pagu definitif tahun 2011. Jika
kenaikan ini disetujui DPR, sekolah dilarang
memungut biaya apa pun kepada peserta didik.

"Jika BOS (bantuan operasio-
nal sekolah ikkan, seluruh

ponen, yakni pertama biaya pe-

pembiayaan pendidikan di se-
mua lini dapat tertutup. Dengan
demikian, tak boleh ada lagi pu-
ngutan di sekolah-sekolah,” wjar
Wakil Menteri Pendidikan Na-
sional Fasli Djalal di Jakarta, Se-
lasa (26/7) malam, saat berbicara
dalam Diskusi Terbatas APBN.
Menurut Fasli, struktur biaya
pendidikan memiliki tiga kom-

pendidikan. Kedua, bi-
aya di satuan pendidikan. Ketiga,
biaya pribadi peserta didik.

Selama ini, BOS hanya menu-
tup dua komponen biaya, yakni
biaya pengelolaan pendidikan
dan biaya di satuan pendidikan.
Jika pagu anggaran BOS dina-
ikkan pada 2012, ketign kom-
ponen biaya pendidikan itu akan
tertutupi

Anggaran BOS

Data Kementerian Pendidikan
Nasional menunjukkan, pada ta-
hun 2011 jumlah siswa yang ha-
rus dibiayai pemerintah adalah
sebanyak 44,29 juta orang se-
hingga total pagu indikatif ang-
garan BOS yang disediakan men-
capai Rp 19858 triliun. Adapun
tahun 2012 diperkirakan ada ke-
naikan jumlah siswa yang men-
jadi dasar perhitungan BOS, yak-
ni jadi 44,712 juta orang. Dengan
rencana kenaikan sekitar 3935
persen, anggaran BOS vang di-
usulkan Kementerian' Pendidik-
an Nasional meningkat menjadi
Rp 27,673 triliun pada 2012,

"Kami sudah mendapatkan
persetujuan dari Bappenas,” tu-
tur Fasli

Dari Rp 27673 triliun usul

Anggaran 2012,

Kementerian
Pendidikan Nasional mengaloka-
sikan sekitar Rp 18,17 triliun un-
tuk 31,328 juta siswa sekolah da-
sar dan madrasah ibtidaiyah. Si-
sanya sebesar Rp 9,5 triliun untuk
13,384 juta siswa SMP dan mad-
rasah tsanawiyah.

Secara terpisah, Wakil Menteri
Keuangan Anny Ratnawati me-

1 aihal il

seluruh usul yang memilild niat
baik, termasuk kenaikan anggar-
an BOS, Namun, realisasi ang-
garannya harus tetap dikaji men-
dalam dan disetarakan kebutuh-
an anggaran secara menyeluruh
di APBN. "Kami harus melihat
postur anggaran pendidikan se-
cara menyeluruh sebab ini terka-
it dengan anggaran yang sangat
besar,” tuturnya. (OIN)

Bandung, 28 Juli 2011
Humas dan Hukum

Koordinator,

Arden Lumbantoruan, SH

Nip. 19561171198031011
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'Tim"'ln\)eStigaSi '
BOS leentuk

Jm s Pemaﬁntéh'

akan membentuk tim inves-
tigasi penyaluran dana Ban-:
tuan Operasional Sekolah .-

(BOS). Pembéntukar tim'di-

lakukan mengingat banyak-
nya daerah yang belum me-

‘nyalurkan dana bantuanitu,
Menteri Pendidikan Na- -
sional Mohammad Nuh.

E men]ela shan, pemennta-h
vakan menyehdikxmangapn

anggaran bantuan itu sulit. -

“Bekali'tersalurkan; padahal
agggarmwa telah turun ke

; Gﬂerah g agi’‘duit aja kok -

(pexm:la} gak’ ‘plsa dpalagi
cari duit,” ujarnya, seusai
rapat Komite Pendidikan di
kantor Wapres, Kamis (28/7).

Berbagai dugaan muncul

mengapa anggaran itu tidak -

sampai ke sekolah. Salah

satunya, uang telah terpakai =
atau dialihkan untuk belan-"

ja keperluan lain. Namun,
Nuh tidak mau menyimpul-
kan lebih dulu. “Kita akan
selidiki dugaan tersebut.”
Selama ini, lanjut Nuh, pe-
merintah daerah beralasan
dana bantuan belum bisa di-
karena menunggu la-
poran pertanggungjawaban
dari sekolah. Padahal, dalam
surat edaran bersama tidak
ada kesepakatan soal itu.
Nuh menilai alasan terse-
but cenderung mengada-

ada. “Ini hanya masalah ko- -

mitmen dari bupati dan wali
kota,"” katanya.

Menurut Nuh, tim inves-
tigasi akan dibentuk dalam
dua pekan ini. Tim terdiri
atas Badan Pengawasan Ke-
uangan dan Pembangunan,
Inspektorat Jenderal Ke-
menterian Pendidikan Na-
sional, dan Inspektorat Ke-
menterian Dalam Negeri.

Tim akan meminta penje-
lasan kepada pemeriritah
daerah terkait terhambat-

nya penyaluran dana bantti~"

i S rah.
tiga-akan mencari langkah
A;embosan supaya dana ban-

- tuah tersebut bisa d;sa]ur— .

kan,” tuturnya.
* Beragam opsi masih dika-

ji, termasik mengembalikan .

kepada mekanisme lama de-

ngan penyaluran langsung

dari pemerintah pusat ke
y selmlah -sekolah.

Kahupaten atau kota
yang ‘belum menyalurkan
‘dana'BOS pada triwulan
kedua 2011 sebanyak 39
déderah atau 7,5 persen dari
totql daerah. Bantuan yang
belum tersalurkan mencapai
sekitar Bp 300 miliar. Jum-
lah ini‘meningkat diban-
dingkan triwulan kesatu
yang hanya satu daerah.

Daerah yang belum me-
nyalurkan, antara lain,
Klungkung (Bali), Pasuruan
(Jatim), Trenggalek (Jatim),
Nias Selatan (Sumut), Sum-
ba Tengah (NTT), Timor Te-
ngah Utara (NTT), Dogiyai
(Papua), Intan Jata (Papua),
Supiori, (Papua), dan Tolika-
ra (Papua). “Paling banyak
Papua,” kata Nuh.

Bahkan, Kabupaten Su-
piori, kata Mendiknas, be-
lum menyalurkan BOS pada
triwulan pertama lantaran
konflik di tingkat pimpinan
daerah. Hingga 27 Juli 2011
untuk triwulan I11-2011 ba-
ru 23 kabupaten/kota yang
sudah menyalurkan dana
BOS ke sekolah.

Dibandingkan realisasi
penyaluran dana BOS 2010
yang memakai mekanisme

lama penyaluran dana BOS'

2011 jauh lebih lambat. Nuh
mengakui, akibat lambatnya
penyaluran dana BOS;seko-
lah harus berutang untuk
menutupi kelurangan biaya
operasional.

W ed: burfi bella

Bandung, 29 Juli 2011
Humas dan Hukum
Koordinator,

Arden Lumbantoruan, SH
Nip. 19561171198031011
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BERITA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
Nomor: 894 Hms/ VIV/H/2011

Media Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid : PIKIRAN RAKYAT
Terbitan, Hari/Tanggal/Bulan/Tahun Jum’'at, 29 Juli 2011

Edisi/Halaman/Kolom 27N

Agustus, Perbaikan

EE g ]

Mekanisme Dana Bos

JAKARTA, (PR).-

Wakil Presiden Boediono memberikan tenggat atau batas waktu
hingga minggu kedua Agustus 2011, untuk menyelesaikan per-
baikan mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Kita dikasih maksimal dua minggu (oleh Wapres Boediono-
red.) untuk rumuskan,” kata Menteri Pendidikan Nasional Mo-
hammad Nuh, sesuai rapat Komite Pendidikan yang membahas

BOS, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (28/7):

Menurut Mendiknas, p dan percep penyaluran BOS
akan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan
Rakyat. Untuk ity, pihaknya akan membuat tim yang juga meli-
batkan Badan Peng Ki an Peml serta in-
spektorat, baik di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas)
'maupun di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Nuh mengatakan, penyaluran dana BOS sampai saat ini masih
p&n‘yak)m tersendat, bahkan belum tersalurkan. Berdasarkan
‘data pemerintah, masih ada satu kabupaten di Papua, yaitu Kabu-
paten Supiuri, yang belum selesai menyalurkandana BOS triwu-
lan I-2011.

'« Sementara untuk triwulan II-2011, masih ada 39 kabupaten,/ko-
te; yang belum selesai menyalurkan dana BOS atau baru ter-
sglifrkan’74 persen. Triwulan ITI-2011 (hingga 27 Juli 2011) baru
.23 kabypaten/kota, yang sudah menyalurkan dana BOS ke sekolah
atau baru 4,6 persen.

Sementara -itw, Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat
mengatakan, dalam rapat BOS yang dipimpin oleh Wakil Presiden
telah diidentifikasi penyebab keterlambatan.

Berdasarkan peninjanan Kemendiknas, keterlambatan penyalur-
‘an dana BOS akibat masih banyak daerah yang belum mengubah
tata cara penyaluran dana BOS, yaitu mengikuti mekanisme baru
sesuai dengan Permendagri 21/2011. y

Pada sejumlah daerah, kerap terjadi keterlambatan penunjukan
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara pengeluaran
Pembantu (BPP) oleh bupati dan wali kota. Serta, masih ada ke-
tefituan di Péermendagri yang baru yang memerlukan penyempur-

nagn.

Berdasarkan catatan, dana BOS pada awal 2006 sebanyak Rp 5
triliin dan kini meningkat menjadi Rp 16 triliun. Dengan tambr
han BOS dari Kementerian Agama, totalnya Rp 2o triliun. /

Bandung, 29 Juli 2011
Humas dan Hukum
Koordinator,

Arden Lumbantoruan, SH

Nip. 19561171198031011
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BERITA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
Nomor: 896 Hms/ VI/H/2011

Media Harian/Mingguan/Bulanan/Tabloid : HARIAN PELITA

Terbitan, Hari/Tanggal/Bulan/Tahun sJum’at, 29 Juli 2011

Edisi/Halaman/Kolom 1 12/2-4

SMK Negeri Kekurangan Murid

Bekasi, Pelita

Penerimaan siswa baru di SMP Negeri, SMA
Negeri dan SMK Negeri di Kota Bekasi telah usai.
SMP dan SMA Negeri banyak siswa pendaftar
yang tidak tertampung, sebaliknya sejumlah
SMK Negeri di Kota Bekasi kekurangan murid.

Kasi data dan Program, Bina

- Program Disdik Kota Bekasi,

Agus Enab, Kamis (28/7) mem-
benarkan adanya SMK Negeri di
Kota Bekasi yang kekurangan
murid pada penerimaan siswa
baru 2011/2012 ini.

Seperti, SMK Negeri 6 dari
daya tampung yang tersedia se-
banyak 136 siswa yang diterima
dan masuk ke sekolah itu han-
ya 102 siswa, juga SMK Negeri
7 daya tampung sebanyak 136
yang masuk hanya 101 siswa.
Begitu pula SMK Negeri 3 daya
tampungnya ada 510 siswa teta-
pi yang daftar ulang hanya 465
siswa, dengan demikian seko-

lah masih kekurangan 45 siswa.

Menurut Agus, sebagian besar
orang tua murid yang anaknya
lulus SMP belum sepenuhnya
tertarik melanjutkan anaknya
ke SMK, mereka masih tertarik
masuk ke SMA. Padahal, kalau
dilihat peluang lapangan ker-

, jo lulusan SMK lebih berpelu-

ang dibandingkan lulusan SMA.
“Ini perlu pemahaman, apala-
gl banyak hulusan SMA yang ti-
dak melanjutkan ke perguruan
tinggl," jelas Agus.

Ditempat terpisah Kepla SMK

_ Negeri 3 Kota Bekasi, Uu Sae-

ful Mikdar ketika dikenfirmasi-
kan soal kekuranag siswa dis-

ekolahnya membenarkan. Kat-
anya, sebenarnya saat pendaft-
aran dibuka jumlah siswa yang
mendaftar mencapai 872 siswa.

Namun ketika daftar ulang
dilakukan jumlah siswa yang

‘mendaftar ulang hanya seba-

nyak 465 siswa, sementara daya
tampung yang tersedia.ada 510
siswa. Ini terjadi karena ju-
rusan yang dituju siswa tidak
dapet dipenuhi, karena untuk
bisa diterima menjadi siswa
baru dengan jurusan yang di-
tuju, disesuaikan kemampuan
siswa melahi test.
“Masing-miasing jurusan di
SMK Negeri 3, ada kreteria
nilainya. Mungkin karena ti-
dak sesuai jurusan yang di-
harapkan, hingga siswa tidak
melaloukan daftar ulang” kat-

anya. Saat ini SMK Negeri 3.

ada empat jurusan. Yakni, ju-
rusan Teknik Komputer Jarin-
gan (TKJ), Akutansi, Akumodasi
Perhotelan dan Tata Boga. (ans)

Bandung, 29 Juli 2011
Humas dan Hukum
Koordinator,

Arden Lumbantoruan, SH
Nip. 19561171198031011
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2.3 Deskripsi dan Contoh Kegiatan Insidentil Selama PKL

Selama kegiatan praktek yang dilaksanakan penulis dituntut untuk
melaksanakan kegiatan kerja yang tidak sering dilakukan, pekerjaan yang sifatnya
mendadak atau sewaktu-waktu diperlukan oleh instansi ataupun perusahaan.

Pekerjaan Insidentil yang dilakukan penulis seperti :

2.3.1 Pengenalan Lingkungan PKL

Dalam menghadapi lingkungan baru apalagi sebuah instansi
pemerintah yang tidak kecil perlu adanya pengenalan lingkungan.
Kegiatan yang bersifat Insidentil yang dilakukan di Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat. Hari pertama PKL adalah dengan melakukan
penganalan lingkungan baik itu pengenalan staf atau karyawan serta
bangunan-bangunan dan ruangan-ruangan yang berada di Dinas
Pendidikan. Adapun bukti penulis telah melakukan pengenalan yaitu
dengan adanya dokumentasi yang diambil oleh penulis di Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Barat antara lain sebagai berikut :
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Gambar 2.1

Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Sumber : Arsip Penulis 2011

Gambar 2.2

Aktifitas Praktek Kerja Lapangan Dengan Beberapa Staf Humas

Sumber : Arsip Penulis 2011
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2.3.2 Membuat Press Release

Dalam kegiatannya Mahasiswa PKL dilatih untuk bisa membuat
sebuah press release. Dalam kaitannya pembuatan press release ini
bersifat insidentil. Karena tidak setiap hari mahasiswa PKL harus
membuat press release. Apabila sangat mendesak dan memang
kepentingan Dinas Pendidikan untuk membuat press release untuk
memudahkan wartawan dalam memperoleh berita. Dalam membuat press
release penulis diarahkan oleh staf humas Dinas Pendidikan untuk dapat
membuat press release yang baik. Adapun salah satu press release dapat

dilihat sebagai berikut :
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Gambar 2.3

Press Release Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Menganai BOS

PRESS RELEASE
DINAS PENDIDKAN PROVINSI JAWA BARAT
Dr. Radjiman No. 6, Bandung. Telp (022) 4264813, Fax (022) 4624881

Sesuai dengan Program yang dicanangkan Kementrian Pendidikan Nasional yaitu
Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat melaksanakan Sosialisasi Program BOS sebagai agenda awal Sosialisasi Dana BOS
tersebut. Sosialisasi tersebut berlangsung di Hotel Ciloto Indah yang terletak di
Kabupaten Cianjur, Senin (11/7).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat, serta
Pejabat-pejabat dari Bidang Pendidikan Dasar Dinas Provinsi Jawa Barat dan peserta
Sosialisasi Dana BOS. Dalam Program tersebut, dilakukan sosialisasi mengenai anggaran
Dana BOS yang diterima sekolah di seluruh Kabupaten/Kota dari Tingkat SD,SDLB,MI,
dan SMP,SMPLB,SMP. untuk Tingkat SD,SDLB,MI mendapat biaya sebesar Rp.
25.000,-/siswa/thn sedangkan tingkat SMP,SMPLB,SMP terbuka mendapat biaya Rp.
127.000,- /siswa/tahun.

Sosialisasi Program Dana BOS ini dimaksudkan untuk memberikan pengarahan
serta penjelasan pada peserta agar mengetahui secara jelas mengenai Tujuan, Sasaran,
serta Anggaran yang detil dari Program Dana BOS ini. Dalam Sosialisasi ini juga,
diharapkan Pihak Sekolah dapat mensosialisasikan kembali kepada Orang tua Siswa,
mengenai Program Dana Bantuan Operasional Sekolah yang telah dijalankan oleh Disdik
Jabar untuk meringankan beban biaya operasional Siswa Pendidikan Dasar menuju Jawa
Barat Bebas Putus Jenjang Sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Prof.Dr.H.Moh. Wahyudin
Zarkasyi, CPA., mengatakan bahwa penyaluran dana BOS hendaknya dilaksanakan
secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah, sehingga dalam pelaksanaannya dapat
lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya berharap, para pengelola dana BOS Provinsi tahun 2011ini, baik di tingkat
Kabupaten, Kota, dan sekolah, dapat mengelola dana BOS ini dengan sebaik-baiknya
sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan dan memperhatikan ketentuan yang berlaku.”
ujar Kadisdik.

Kadisdik berharap pula bahwa pemberian dana BOS Provinsi ini dapat
memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas siswa dan guru, khususnya di Provinsi
Jawa Barat. Menurutnya, tujuan pemberian bantuan dana BOS Provinsi, secara tidak
langsung telah memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat dengan membuka
akses, serta memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang
kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya.

Sumber : Arsip Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
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2.3.3 Dokumentasi

Dalam kegiatannya mahasiswa PKL dilati untuk terbiasa dalam
mengabadikan suatu kegiatan yang diselenggarakan. Dalam kaitannya
dokumentasi ini bersifat insidentil. Karena tidak setiap hari mahasiswa
PKL harus melakukan dokumentasi. Apabila sangat mendesak dan
memang kepentingan Dinas Pendidikan melakukan dokumentasi terhadap
suatu kegiatan. Berikut merupakan hasil dokumentasi terhadap suatu

kegiatan antaralain :

Gambar 2.4

Kegiatan PORPEMPROV di Gedung Sate

:

T j,m'm' ' A

1 il

ﬁ.f.g“

Sumber : Arsip Penulis 2011
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Gambar 2.5

Tim PORPEMPROV Dinas Pendidikan Jawa Barat

Sumber : Arsip Penulis 2011

Gambar 2.6

Pembukaan PORPEMPROV oleh Wakil Gubernur Jawa Barat

Sumber : Arsip Penulis 2011
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Gambar 2.7

Bangunan Mesjid Bitush Sholihin dalam acara menyambut Ramadhan di
lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Sumber : Arsip Penulis 2011

2.4 Deskripsi Tentang Humas

Saat ini di Indonesia humas atau lebih dikenal dengan Public Relations
sudah semakin dikenal walaupun posisi dan fungsinya masih dalam tahap yang
belum memuaskan. Dalam suatu lembaga atau perusahaan para Public Relations
sangat penting untuk memperlancar tujuan dan suksesnya kegiatan komunikasi

yang berkaitan dengan kepentingan lembaga atau perusahaan dan publiknya.

Public Relations dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan atau

hubungan antar public. Secara harfiah public adalah sekelompok orang yang
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mempunyai minat dan kepentingan yang sama pada suatu hal, sedangkan

relations adalah dalam bentuk jamak memiliki hubungan-hubungan.

Definisi Public Relations menurut kamus IPR, 197 adalah

“ keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan
dalam rangkamenciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antar

suatu organisasi dengan segenap khalayaknya”

Serta definisi Public Relations menurut Frank Jefkins, dalam buku “Public

Relations™

“Public Relations adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang
terencana, baik itu kedalam maupun keluar, antar sesuatu organisasi dengan
semua khalayak dalam rangka mencapai tujuan spesifik yang berlandaskan pada

saling pengertian”. (Jefkins, 1995)

Dari definisi diatas dapat dilihat bahwa prinsipnya Public Relations
menekankan pada “suatu bentuk komunikasi” maksudnya bahwa kegiatan PR
adalah kegiatan komunikasi, karena PR merupakan bagian dari komunikasi,
dimana komunikasi ini tekanannya pada komunikasi organisasi dengan sasaran
komunikasinya adalah untuk publik didalam organisasi dan publik luar organisasi,
dimana landasan utama dari komunikasi ini adalah saling pengertian diantara
keseluruhan publik yang berkepentingan terhadap organisasi tersebut, tetapi tidak
terbatas pada saling pengertian saja meliankan juga berbagai macam tujuan
khusus lainnya seperti contoh penanggulangan masalah-masalah komunikasi yang

memerlukan suatu perubahaan tertentu.
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Berdasarkan adanya saling pengertian tersebut diharapkan dapat tercapai
tujuan yang spesifik yaitu dari kegiatan komunikasi PR tercipta suatu kerjasama
yang harmonis diantara kedua belah pihak baik itu publik terhadap organisasi
maupun sebaliknya sehingga timbul citra yang positif dan tujuan perusahaan

secara keseluruhan dapat tercapai.

Dalam Pulic Relations terdapat suatu usaha untuk mewujudkan hubungan
yang harmonis antara suatu badan atau organisasi dengan publiknya, usaha untuk
menanamkan kesan yang menyenangkan sehingga menimbulkan opini publik
yang menguntungkan bagi kemajuan badan atau organisasi. Semua itu dapat
dilaksanakan olen PR dengan menunjukan hal-hal positif tentang apa yang

dilaksanakan dan direncanakan.

Begitu pula dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang senantiasa
menggunakan humas untk menjalankan hubungan dengan berbagai pihak. Public
Relations tidak sama dengan sekedar menjual senyum, propaganda dengan tujuan
memperoleh kemenangan atau keberhasilan sendiri, atau mendekati pers dengan
tujuan untuk memperoleh suatu pembariataan, tetapi lebih dari itu karena Public
Relations mengandalkan strategi yaitu agar badan atau oragnisasi dipercaya oleh

pihak-pihak yang berhubungan dengan badan atau organisasi.

Dalam kaitannya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menjalankan
Public Relations yang masih bersifat Method Of Comunication yaitu humas yang
masih dibawah naungan divisi lain yang pada kesempatan kali ini humas Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Barat masih berada pada Divisi Sub. Bagian
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Kepegawaian & Umum. Sehingga humasnya belum State Of Being belum berdiri
sendiri. Walaupun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat termasuk instansi
pemeritah yang terbilang besar namun humasnya belum berdiri sendiri, tetapi
tidak mengurangi peran dari Public Relations dalam suatu badan atau organisasi
sangat penting dalam menciptakan komunikasi timbal balik, untuk membangun

hubungna baik dengan publiknya.

2.5  Analisis Kegiatan Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Posisi Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat belum bersifat State
Of Being, karena Humasnya masih berada dibawah divisi lain yaitu Sub. Bag
Kepegawaian dalam hal ini Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat masih
bersifat Method Of Comunication. Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
dipimpin oleh Koordinator Humas dan Hukum yang bertugas mengkoordinasikan
kegiatan-kegiatan Humas yang terencana dan terarah, untuk membentuk atau

membangun citra positif bagi instansi.

Adapun kegiatan-kegiatan Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

sebagai berikut :

a. Mencari Berita dari Media Cetak, kegiatan yang rutin dilakukan untuk
mencari berita yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Barat.
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b. Membuat dan Menyusun Potongan Berita, Kegiatan rutin yang dilakukan
setiap hari untuk mendokumentasikan berita-berita yang dimuat di surat
kabar yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

c. Membuat Press Release, Tulisan yang dibuat Humas Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat mengenai kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat yang dianggap penting untuk dipublikasikan kepada Publik umum
maupun Wartawan.

d. Dokumentasi, Kegiatan dokumentasi dari kegiatan yang dilakukan oleh
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat seperti merekam video atau foto yang
akan disimpan dalam arsip dokumentasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat.

e. Informasi Wartawan, Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
melayani Wartawan dari berbagai media yang hampir setiap hari memenuhi
ruangan Humas.

f. Operator web/situs Instansi, Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
menjalankan Web/situs Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang harus di

cek setiap hari sebagai alternatif berinteraksi dengan Publik.

Ada yang menjadi kendala bagi Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat yaitu, faktor anggaran biaya kegiatan yang tidak dikhususkan bagi Humas,
menjadikan kendala tersendiri bagi terpenuhinya tugas-tugas kehumasan yang ada

disetiap Instansi Pemerintah termasik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
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2.6 Deskripsi Tentang Pelayanan Terhadap Mahasiswa PKL

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah sebuah instansi yang berada
di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa barat. Humas Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat masih berada didalam bagian Sub. Bagian Kepegawaian &
Umum. Humasnya belum berdiri sendiri, walaupun dibawah naungan Sub. Bagian
Kepegawaian & Umum, Humas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memiliki
Staf serta ruangan sendiri untuk mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan

kehumasan.

Dalam kesempatan ini penulis melakukan PKL di Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat tepatnya dibagian humas. Dimana penulis memilih untuk
PKL dibagian humas dikarenakan sesuai dengan spesialisasi keilmuan penulis.
Pelayanan yang dilakukan staf humas khususnya merupakan pekerjaan wajib yang
harus dilakukan oleh staf humas. Begitupun pelayanan yang diberikan kepada
penulis merupakan pelajaran yang diberikan kepada mahasiswa. Hal-hal yang
mereka berikan kepada mahasiswa PKL adalah keakraban lingkungan, kegiatan
ini merupakan pekerjaan yang mudah secara teoritis, namun pada prakteknya
lebih sulit. Selama penulis mengikuti kegiatan Prakek Kerja Lapangan di Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat banyak yang didapatkan mulai dari pengenalan
lingkungan yang terdiri dari berbagai macam orang yang harus dikenali penulis,
dapat mengetahui banyak mengenai dokumentasi kegiatan, penulis banyak
diberikan ilmu bagaimana cara membuat potongan berita yang baik, keakraban,

senyum, tawa dan kekeluargaan yang mereka jalin dengan terbuka merupakan
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salah satu penghubung kedekatan diantara mahasiswa PKL dengan karyawan

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



